BUPAT| KEPULAUAN ANAMBAS

PROVINSI KEPULAUAN RTIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMEAS

NOMOR “1 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa
perlu dikelola sccara transparan dan akuntabel
untuk dipergunakan scbesar-besarnya
kemakmuran masvarakat desa;

bahwa untuk mengelola angaran pendapatan dan
belanja desa secara transparan dan akuntabel
perlu membuat pedoman penyusunar

bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam
pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan
dan belanja desa diperlukan suatu pengaturan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan hurul e,
perlu  menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Penvusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di
Provinsi Kepulavan Riau (Lembaran Negara
Republik Indoncsia Tahun 2008 Nomor 106,
Tambahan Lembaran NMNegara Republik Indonesia
Nomor 487Y];

Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indomesia Nomor 5495}, scbagaimana
telah  diubah  beberapa lkali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024
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Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6914);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan  Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tantang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara  Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas
Penggunaan Dana Desa, (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk
QOperasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa
Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 963);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun
2016 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 48),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3
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Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa
(Lembaran  Daerah  Kabupaten = Kepulauan
Anambas Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor 86);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN  ANGGARAN PENDAPATAN  DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.

2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
sistem masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan
urusan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu
perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

6. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban
Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala
sesuatu berupa uang dan Dbarang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban Desa.

7. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban Keuangan Desa.

8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya
disebut RKP Desa adalah penjabaran dari rencana
pembangunan jangka menengah Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke
rekening kas Desa.

Pendapatan Desa adalah semua Penerimaan Desa
dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak
Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari
rekening kas Desa.

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang
merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang tidakakan diterima kembali oleh
Desa.

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran
berikutnya.

Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok
kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi

pemeritahan Desa dalam penyusunan,
pembahasan dan penetapan APBDesa.
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBDesa

Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa
dengan kebijakan pemerintah Daerah,;

b. prinsip penyusunan APBDesa;

c. kebijakan penyusunan APBDesa;

d. teknis penyusunan APBDesa; dan

e. hal khusus lainnya.

Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBDesa

Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEDOMAN PENYUSUNAN

Pasal 3
Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025

berdasarkan program dan kegiatan yang
tercantum dalam RKP Desa.

Penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui sistem keuangan
desa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Pasal 4

Dalam penvusunan APBDesa Tshun Anggaran 2025

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah

Desa berkewsjiban untuk:

a, mengaickasikan anggaran pendapatan sesual
kemampuan keuangan Desa dan mengalokasikan
angparan belanja yang memadai sesusi dengan
kemampuan  pendapatan, guna  akselerasi
pertuwmbuhan ekonomi  yang  inklusif  dan
berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undasigan;

b, mengelola belanja secara efektif, efisien dan fokus
terhadap pencapaian target pelayvanan publik
sesiiai kewenangan  pemerintah Desa dan
kemampuan pendapatan Desa;

c. meningkatkan kualitas belanja dengan
mempriorotaskan alokasi anggaran belanja pokok
dibandingkan dengan alokas: anggaran bhelanja

penunjang.
BAR IV
RETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal

dinndanghkan.

Agar setiap orang mengetahuinva, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Bupati ini  dengan
penempatannya  dalam Berita Daerah  Kabupaten
epulauan Anambas,

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal !/ Oktober 2024

Diundanghkan d}' Taremnpa
pada tangga! & Olitober 2024

SEKRETARIS DAERAH o
SSFURALEN KEPULATAN ANAMBAS,

_..’nU’LH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024 NOMOR &7
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